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ABSTRAK 
 DWI ARIANTO RUKMANA (B111 11 411), TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK 
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus SK Menteri Hukum dan HAM RI 
Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014). Dibimbing oleh Andi 
Sofyan, selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M, selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesusaian Surat 
Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 
Tahun 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana 
Korupsi dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui pertimbangan 
Hukum Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan Surat 
Keputusan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana tindak pidana 
Korupsi. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pemasyrakatan 
Kementerian Hukum dan HAM. Tekhnik pengumpulan data yang menjadi 
dasar hukum Pembebasan bersyarat seperti Surat Dinas dari Dirjen 
Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM, Surat Pernyataan 
sikap Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pembebasan Bersyarat, 
dan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum 
dan HAM, mengingat surat yang dimaksud sangat rahasia sehingga Dirjen 
Pemasyarakatan tidak bisa mengeluarkan seluruhnya, selanjutnya penulis 
melakukan penelitian dengan wawancara tentang isi surat tersebut. 
 Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan yuridis yaitu 
menyesuaikan data dengan dasar hukum yang menjadi dasar 
Pembebasan Bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (I) Ada 
syarat administratif dan syarat substantif dalam pemberian pembebasan 
bersyarat narapidana tindak pidana korupsi, syarat tersebut berlaku 
secara kumulatif (II) dalam pertimbangan Hukum Kementerian Hukum dan 
HAM tentang pembebasan bersyarat menurut data yang diperoleh 
menunjukkan Dirjen Pemasyarakatan tetap melanjutkan pembebasan 
bersyarat karena KPK terlambat mengeluarkan pernyataan tentang 
rekomendasi bahwa Narapidana bukan Justice Collaborator dari batasan 
waktu 12 hari, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Kementerian Hukum 
dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014, dan pertimbangan 
tidak diberikan Asimilasi sebelum Pembebasan Bersyarat adalah karena 
kesehatan Narapidana mempunyai penyakit Strok. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana itu bersifat Ultimum 
Remedium, artinya bahwa sanksi pidana itu menjadi sanksi terakhir, 
apabila sanksi perdata maupun sanksi administrasi sudah tidak 
berdaya untuk menjerat pelaku kejahatan. Sudikno Mertokusumo 
dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” mengartikan 
bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.1 
Dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai 
putusan terhadap seseorang, harus diberikan semua hak-hak 
sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Hal ini agar tidak ada kesewenang - 
wenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Bukan 
hanya hak terdakwa yg wajib diperhatikan tapi juga hak terpidana atau 
narapidana. 
Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 1995). 
                                                           
1 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium  
2 
Salah satu hak yang dijamin dalam undang – undang 
pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan 
bersyarat ini diberikan melalui prosedur tertentu yaitu setiap 
narapidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) 
masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, (Pasal 43 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846), 
(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). 
Pemberian pembebasan bersyarat memang hak setiap 
narapidana, tetapi dalam hal pemberian pembebasan bersyarat harus 
mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan 
budaya. Hal ini diharapkan agar tidak menciderai amanah rakyat dan 
menegakkan kewibawaan penegak hukum di mata masyarakat, 
sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas dari 
korupsi akan terlaksana sesuai yang diharapkan. 
Salah satu pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam 
masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada 
pelaku tindak pidana kejahatan bersifat luar biasa atau sering disebut 
Extra Ordinary Crime, terutama pemberian pembebasan bersyarat 
yang diberikan kepada Siti Hartati Murdaya yang merupakan terpidana 
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perkara korupsi, yang dilakukan dengan memberikan uang kepada 
Bupati Buol Amran Batalipu terkait pengurusan izin usaha perkebunan 
di Buol, Sulawesi Tengah. 
Siti Hartati Murdaya divonis 2 tahun 8 bulan hukuman penjara 
pada Februari 2013 setelah terbukti melakukan suap lahan 
perkebunan. Hartati memberikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- 
(tiga miliar) kepada Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu, untuk 
pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit di 
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Mantan anggota Dewan Pembina 
Partai Demokrat itu dibebaskan bersyarat pada Jumat, 29 Agustus 
2014.2 
Pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya menjadi 
kontroversi, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 
perundang – undangan yang ada. Hal ini berakibat menurunnya 
kepercayaan masyarakat sehingga penegak hukum dinilai tidak 
sungguh – sungguh untuk berkomitment memberantas korupsi dan 
peluang untuk melakukan hal yang sama pada tindak pidana korupsi 
akan terbuka lebar. 
Keinginan masyarakat terhadap penegak hukum agar bekerja 
secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Hal ini diharapkan agar tercipta semangat dan / atau komitment anti 
korupsi yang sangat besar dan bisa direalisasikan dalam kehidupan 





bermasyarakat. Sebagus apapun aturan yang dibuat tetapi apabila 
moralitas penegak hukum masih lemah yakin dan percaya komitment 
pemberantasan korupsi akan tidak bisa maksimal. 
Dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka Penulis 
membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA 
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus SK Menteri Hukum dan 
HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di 
uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Apakah Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI 
Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang 
Pembebasan Bersyarat sudah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Kementerian 
Hukum dan HAM dalam mengeluarkan surat keputusan 




C. Tujuan Penelitiaan 
Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka 
tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kesesuaian Surat Keputusan Kementerian 
Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 
2014 tentang Pembebasan Bersyarat dengan ketentuan yang 
berlaku. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Kementerian Hukum 
dan HAM dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan 
Bersyarat Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacara, dan serta untuk 
menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmu 
pengetahuan secara umum dan Ilmu hukum secara khusus. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir sistematis dan pola pikir dinamis, 
serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh 
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selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
b. Menjawab polemik yang selama ini terjadi dimasyarakat 
tentang pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana 
korupsi Siti Hartati Murdaya, serta memberikan tambahan 
wawasan kepada masyarakat tentang hak konstitusional 
narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan 
bersyarat. 
c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar 














A. Pidana dan Pemidanaan 
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan 
Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu 
pembahasan yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan 
sifat-sifat yang khas dari pengertian pidana itu sendiri. Sudarto, 
mendefinisikan pengertian pidana sebagai berikut: 
Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.3 
Selain itu Roeslan Saleh juga mendefinisikan Pidana 
sebagai berikut: 
Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik itu.4 
Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai 
berikut: 
Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang 
tidak menyenangkan; 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan; 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang.5 
                                                           
3 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bandung. hlm. 2. 
4  Ibid. 
8 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam bukunya 
Asas-asas Hukum Pidana, Amir Ilyas menjelaskan pemidanaan 
sebagai berikut: 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang 
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama 
karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah 
berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.6 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua system atau cara 
yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht 
(W.V.S) Belanda dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana (KUHP): 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya 
didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari 
masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup 
sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi 
terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus 
dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / 
resosialisasi.7 
Sudarto, mengemukakan mengenai perbedaan secara 
tradisional antara pidana dan tindakan adalah: 
                                                                                                                                                                
5  Ibid, hal. 4. 
6
  Amir Ilyas, Op.Cit. hlm. 95. 
7  Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 96. 
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Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap 
kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk 
perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau 
perawatan si pembuat. 
Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal 
jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, 
sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak 
mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai 
kesalahan tidak mungkin dipidana, terhadap orang ini dapat 
dijatuhkan tindakan.8 
2. Teori Pemidanaan. 
Secara umum teori pemidanaan itu bersifat pembalasan dan 
tujuan dari pidana itu sendiri, sebagaimana yang dituliskan oleh 
Andi Hamzah: 
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan 
penjatuhan pidana: 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings 
theorien). 
2. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien) 
3. Teori gabungan (verenigingstheorien).9 
Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut 
antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, 
dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat 
Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang 
mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur’an. Teori 
pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 
yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana 
secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah 
                                                           
8
  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 8. 
9  Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 31. 
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perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap 
kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. 
Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini 
terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. 
Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan 
pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang 
telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu 
dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan 
objektif, yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat 
yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.10 
 Menurut Stahl bahwa: 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara 
sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara 
wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara 
setiap pelanggarnya terhadap hukum wajib dibalas setimpal 
dengan pidana terhadap pelanggarannya.11 
 Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa: 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau 
penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari 
kenyataan ada hukum (anti these), oleh karena itu harus 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi 
pelakunya (synthese) atau mengembalikan suatu keadilan 
atau kembali tegaknya hukum (these).12 
 
 
                                                           
10 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 31. 
11
 Amir Ilyas. Op.Cit. hlm. 98. 
12 Ibid. 
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 Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa: 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidak puasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan 
masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut 
aethesthica harus dibalas dengan penjaTuhan pidana yang 
setimpal pada penjahat pelakunya.13 
Kant menunjukkan bahwa Pidana merupakan suatu tuntutan 
etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut 
Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana 
adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang 
perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu 
pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan 
objektif.14 
Variasi-variasi teori pembalasan ini diperinci oleh Leo Polak 
menjadi: 
1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan 
kekuasaan pemerintah negara (rechtsmacht of 
gezagshandhaving). 
2. Teori kompensasi keuntungan (voordeelscompensatie). 
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat 
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 
penghinaan (onrechtsfustrering en blaam). 
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan 
hukum (talioniserende handhving van rechtsgelijkheid). 
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan 
keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan 
(kering van onzedelijke neigingsbevredining). 
6. Teori mengobyektifkan (objectiveringstheorie).15 
 
                                                           
13  Ibid. hlm. 99. 
14
  Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 31-32. 
15  Ibid. 
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Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. 
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan 
tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi 
terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, 
memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum 
dan khusus. Prevesi umum menghendaki agar orang-orang pada 
umumnya tidak melakukan delik. 
Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan 
Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus 
ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah 
pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal 
pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.16 
Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu 
pidana ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk 
tidak melaksanakan niat buruknya. 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang 
tidak mungkin diperbaiki. 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan 
tata tertib hukum.17 
Teori yang ketiga adalah teori gabungan, teori ini 
menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ketiga 
ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori 
relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah: 
                                                           
16
  Ibid. hlm. 35. 
17 Ibid. hlm. 35-36. 
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Kelemahan teori absolut adalah: 
a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada 
pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi 
pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan 
berdasarkan alat-alat bukti yang ada. 
b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk 
pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang 
memberikan pidana? 
Kelemahan teori relatif adalah: 
a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk 
mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, 
maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi 
pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, 
sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana 
bertentangan dengan keadilan. 
b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 
semata-mata untuk memperbaiki sipenjara, masyarakat 
yang membutuhkan kepuasan dengan demikian 
diabaikan. 
c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan 
mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu 
dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap 
residive.18 
Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi 
bervariasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula 
yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori 
yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut 
antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan: 
“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. 
Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi 
lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan 
artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan 
demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena 
itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan 
kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.19 
                                                           
18
 Amir Ilyas, Op.Cit. hlm. 101-102. 
19  Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 36. 
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Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat 
dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih 
besar dari pada yang seharusnya. 
Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang 
mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum 
undang - undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan 
karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik - delik, yaitu perbuatan 
yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu 
pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi 
kesejahteraan masyarakat. Vos juga berpendapat bahwa pidana 
berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada 
terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak 
terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.20 
Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama 
pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang 
dibahas oleh para sarjana. Kemungkinan para sarjana hukum 
pidana beranggapan hal ini hanya bersifat penggabungan antara 
pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat  sehingga tidak 
perlu disimpulkan lebih mendalam. 
  
                                                           
20  Ibid. hlm. 37. 
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3. Tujuan Pemidanaan. 
Banyak pakar hukum pidana yang mendefinisikan tentang 
tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan bedanya sudut pandang 
dalam menarik kesimpulan dari pakar hukum pidana. Walaupun 
demikian, arti dan inti dari pendefinisian hukum pidana adalah 
sama bila dilihat dari maksud dan tujuannya. Berikut ini 
dikemukakan pendapat para sarjana sebagai berikut: 
Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick. 
Sanksi pidana dimaksudkan untuk: 
1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to 
prevent recidivism); 
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama 
seperti yang dilakukan si terpidana (to deterother from 
the performance of similar acts); 
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif 
balas dendam (to provide a channel for the expression of 
retaliatory motives).21 
Emile Durkheim menyatakan bahwa 
Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkikan 
bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau 
diguncankan oleh adanya kejahatan (the function of 
punishment is to create a possibility for the release of 
emotions that are aroused by the crime).22  
Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada 
dua poros yang menentukan garis - garis hukum pidana itu: 
a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum 
sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan 
kelestarian hidup bersama dengan melakukan 
pencegahan kejahatan; 
                                                           
21
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 20. 
22 Ibid. 
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b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus 
merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi 
dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.23 
Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa 
pidana mengandung hal - hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan 
sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana 
adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat 
diterima kembali dalam masyarakat. 
 J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa: 
Pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat 
membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru 
yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik 
dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna 
membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja 
harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, 
melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial 
dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam 
pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, 
penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-
mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau 
merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam 
melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai 
kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi 
kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.24 
Bismar Siregar pada symposium pembaharuan Hukum 
pidana Nasional di Semarang Tahun 1980, menyatakan antara lain: 
Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian 
pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah 
mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang 
telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan 
penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam 
kehidupan manusia.25 
                                                           
23 Ibid. hlm. 22. 
24
 Ibid. hlm. 23. 
25 Ibid. hlm. 23 – 24. 
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Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa  
disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu adalah Reformation, 
Restraint, dan Restribution. Sedangkan satu D ialah Deterrence 
yang terdiri atas Individual Deterrence dan General Deterrence. 
(pencegahan khusus dan pencegahan umum). Berikut penjelasan 
berdasarkan uraian di atas: 
Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi 
penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. 
Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun 
yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu 
digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, karena 
ketidakberhasilannya yang nyata karena banyaknya residivis 
setelah menjalani pidana penjara. Hal yang perlu ditingkatkan 
dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih 
ditingkatkan. 
Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari 
masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari 
masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman. Secara 
umum masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari pelanggar 
hukum. Sepertihalnya dari perampok bersenjata dan penodong. 
Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena 
telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai 
sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat 
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yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, 
bahwa orang yang menciptakan system yang lebih lunak kepada 
penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat 
(magna carta for law breaker). Sifat primitif hukum pidana memang 
sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. 
Deterrence, berarti menjaga atau mencegah sehingga baik 
terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial 
menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, 
melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Yang 
mengeritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan 
mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan 
untuk menerima pidana itu.26 
B. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian 
Narapidana ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7, Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 1995. 
Secara garis besar pelaku tindak pidana yang telah 
berstatus terpidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan lalu mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk 
tinggal di lembaga pemasyarakatan dan dirampas 
                                                           
26 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 28 – 29. 
19 
kemerdekaannya, secara sederhana penjelasan di atas inilah yang 
dimaksud dengan Narapidana. 
  Ardy Kurniawan Bombing, menjelaskan : 
Narapidana secara umum adalah orang yang kurang 
mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari 
keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup 
dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya 
diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak 
perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat 
berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.27 
Narapidana harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya 
dan harus mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang sudah 
diatur dalam undang – undang. Hal ini diharapkan, untuk 
memperbaiki diri dan bisa menjadi lebih baik setelah keluar dari 
lembaga pemasyarakatan (LAPAS), agar bisa diterima di dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Hak – Hak Narapidana 
Setiap narapidana harus diberikan hak-haknya sesuai 
dengan proporsinya agar keadilan bisa dirasakan oleh setiap 
masyarakat termasuk halnya masyarakat yang dirampas 
kemerdekaannya, adapun Hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 
ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995: 
Narapidana berhak: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
                                                           
27 Ardi Kurniawan Bombing. Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat (Studi Kasus RUTAN Kelas IIB Makale). (Makassar;UNHAS Skripsi. 2013 ). 
hlm. 18. 
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c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
masa lainnya yang tidak dilarang; 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. 
 
C. Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang 
dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, sesuai dengan 
gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan 
April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. 
Lembaga pemasyarakatan yakni di mana tempat orang-orang yang 
telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu 
harus menjalankan pidana mereka dan mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Dahulu lembaga pemasyarakatan adalah yang sering 
disebut rumah tahanan negara. Setelah adanya Keputusan Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
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M.05-PR.07.03 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Rumah 
Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Maka nama 
rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi lembaga 
pemasyarakatan (LAPAS). 
Pengertian lembaga pemasyarakatan di jelaskan dalam 
Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: 
Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam 
keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana tehnis 
dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala  Kantor wilayah 
Departemen Kehakiman.  
Pengertian lembaga pemasyarakatan juga dapat dilihat di 
dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995. 
Yaitu: 
“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakaran”. 
 
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur bahwa: 
Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya 
tersebut memiliki fungsi, yaitu: 
1. Melakukan permbinaan narapidana dan atau anak 
pidana; 
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 
mengelola hasil kerja; 
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3. Melakukan bimbingan sosial kerokhanian narapidana 
atau anak didik; 
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib 
Lembaga Pemasyarakatan; 
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris 
causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 
Juli 1963, untuk pertama kalinya mengemukakan rumusan tentang 
tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa 
derita dari terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, 
membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang 
anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan 
perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah 
pemasyarakatan. 
Tujuan dari pemempatan seseorang di dalam lembaga 
pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan 
atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Hal ini 
merupakan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ironisnya, di 
antara penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim belum 
memahami hal ini, sehingga para penegak hukum masih 
memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga 
pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat 
diketahui dari tuntutan pidana dari para jaksa atau dari 
pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa 
di dalam putusan dari beberapa majelis hakim, yang biasanya 
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berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal 
dengan perbuatannya. 
Menanggapi hal tersebut P.A.F. Lamintang dan Theo 
Lamintang, mengungkapkan bahwa: 
Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang 
di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan 
tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien, 
selama masih terdapat perbedaan pandangan di antara para 
penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana 
pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya 
tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali 
menjadi warga negara yang baik pada sebagian para 
narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus 
ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan 
ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan 
di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan dan bantuan 
dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang – orang 
yang ditempatkan di dalam lembaga – lembaga 
pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk 
diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari 
masyarakat.28 
D. Pembebasan Bersyarat (voorwaardelijke invrijheidsstelling) 
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat 
Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan 
bersyarat. Perbedaaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana 
tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat 
umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan 
dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani 
pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat 
                                                           
28
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia: Penerbit 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177. 
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ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat – syarat 
tekhnis dan administratif. 
Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat 
dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang – orang yang oleh 
hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan 
pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah 
mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana 
tersebut adalah sekurang – kurangnya Sembilan bulan pidana 
penjara yang telah dijalaninya. 
A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan: 
Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah 
cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat 
(3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang 
belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya 
pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan 
bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam 
tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan 
lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga 
tahun ditambah satu tahun).29 
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, juga 
mengungkapkan: 
Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada 
masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa 
percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa 
peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga 
pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat 
keras kehidupan yang bebas di luar lembaga 
pemasyarakatan. Di luar lembaga pemasyarakatan tersebut 
                                                           
29 A.Z.Abidin Farid, A. Hamzah, 2006, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik 
(Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier: PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 321. 
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terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, 
misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan 
kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang 
melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, 
dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari 
lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia 
menjalankan pidananya di dalam lembaga 
pemasyarakatan.30 
Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani 
pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS). Pengawasan tersebut dimaksudkan 
untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam 
menjalani pemidanaan diluar lembaga pemasyarakatan (LAPAS). 
Apabila nantinya dalam menjalani pembebasan bersyarat 
narapidana melanggar aturan yang telah ditentukan maka 
Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi 
berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia untuk mencabut hak pembebasan bersyarat yang 
dijalaninya. 
Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 1 
angka 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Menerangkan sebagai berikut: 
 
                                                           
30 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Op Cit, hlm. 236 – 237. 
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Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan 
Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – kurangnya 
2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) 
bulan. 
Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat 
dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999, yang mengatur sebagai berikut: 
Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar 
LAPAS setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. 
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, menjelaskan 
pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu: 
1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk 
menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga 
pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 15 
sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya 
lebih lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 
Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang 
juga dikenal sebagai Ordonnantie op de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling atau Peraturan mengenai Pembebasan 
Bersyarat. 
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk 
mendapatkan pendidikan di dalam suatu Lembaga 
Pendidikan Negara seperti yang dimaksud di dalam 
Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari Ordonansi 
tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 
Nomor 741 yang juga dikenal Dwangopvoeding Regeling 
atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang 
pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 
150 sampai dengan Pasal 160 dari Ordonansi yang 
sama.31 
Pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana 
dengan memenuhi syarat – syarat formil ataupun syarat – syarat 
materiil yang telah ditentukan oleh undang – undang. Pembinaan 
                                                           
31 Ibid. hlm. 231. 
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terhadap narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan 
diharapkan mampu untuk mencapai tujuan – tujuan dari 
pemidanaan dan narapidana bisa bermanfaat di dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 
Dasar hukum yang pertama dalam pembebaan bersyarat 
adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum 
pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksana yang 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 15: 
(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya 
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang 
sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia 
dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana 
harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana 
itu dianggap sebagai satu pidana. 
(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula 
suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat 
yang harus dipenuhi selama masa percobaan. 
(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu 
pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. 
Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu 
itu tidak termasuk masa percobaan. 
Pasal 15a: 
(1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum 
bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan 
perbuatan lain yang tidak baik. 
(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus 
mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak 
mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan 
berpolitik. 
(3) Yan diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi 
ialah pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14d ayat (1). 
(4) Agar supaya syarat – syarat terpenuhi, dapat diadakan 
pengawasan khusus yang semata – mata harus 
bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. 
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(5) Selama masa percobaan, syarat – syarat dapat diubah 
atau dihapus atau dapat diadakan syarat – syarat khusus 
baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. 
Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang 
lain dari pada orang yang semula diserahi. 
(6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat 
pas yang memuat syarat – syarat yang harus 
dipenuhinya. Jika hal – hal yang tersebut dalam ayat di 
atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. 
Pasal 15b: 
(1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa 
percobaan melakukah hal – hal yang melanggar syarat – 
syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan 
bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa 
hal – hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat 
menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk 
sementara waktu. 
(2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai 
menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya. 
(3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis pelepasan 
bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika 
sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena 
melakukan delik dalam masa percobaan, dan tuntutan 
berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. 
Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 
tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan 
pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama 
masa percobaan. 
Pasal 16: 
(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri 
Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari 
pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah 
mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. 
Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat 
Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh 
Menteri Kehakiman. 
(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga 
hal – hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), 
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau 
setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. 
Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat 
Dewan Reklasering Pusat. 
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(3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka 
atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang 
yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga 
ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan 
bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat 
hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam 
surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan 
penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. 
(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika 
penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara 
waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang 
itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari 
ditahan. 
Dasar hukum yang lain terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: 
Pasal 43 
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 
kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan 
bersyarat. 
(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah 
menjalani pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) 
masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) 
bulan. 
(3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan 
setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 
(satu) tahun. 
Pasal 44 
(1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan 
Menteri atas usul Kepala LAPAS. 
(2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas 
usulan Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan 
mengenai pembebasan bersyarat. 
Pasal 45 
(1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak 
Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan 
oleh BAPAS. 
(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, 
secara berkala dan berkesinambungan. 
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Pasal 46 
Pencabutan pembebasan besyarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, 
Anak Pidana, dan  atau Anak Negara yang sedang 
melaksanakan pembebasan bersyarat: 
a. Mengulangi melakukan tindak pidana; 
b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan 
dalam masyarakat, atau 
c. Malas bekerja atau sekolah. 
Pasal 47 
(1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang 
pembebasan bersyaratnya dicabut, maka: 
a. Masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung 
sebagai masa menjalani pidana, dan 
b. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan 
pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti 
menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. 
(2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya 
dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan 
BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa 
pembinaan. 
(3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 48 
Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan 
koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, 
dan Pemuka Masyarakat setempat. 
3. Syarat – syarat Pembebasan Bersyarat 
Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan 
kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat – syarat 
yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
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Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Pasal 49 
(1) Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali 
Anak Sipil yang telah memenuhi syarat: 
a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua 
pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana terebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; 
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana 
paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung 
sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; 
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, 
tekun, dan bersemangat; dan 
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan 
pembinaan Narapidana. 
(2) Pembebasan bersyarat dapat diberikan bagi Anak 
Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 
(satu) tahun. 
Pasal 50 
(1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan 
kelengkapan dokumen: 
a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara 
pelaksanaan putusan pengadilan; 
b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh 
wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko 
dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh 
asesor; 
c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh 
pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh 
Kepala Bapas; 
d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang 
rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 
bersangkutan; 
e. Salinan register F dari kepala Lapas; 
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 
g. Surat pernyataan dari narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan 
melanggar hukum; 
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h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang 
diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 
yang menyatakan bahwa: 
1. Narapidana atau Anak Didik pemasyarakatan tidak 
akan melarikan diri dan / atau tidak melakukan 
perbuatan melanggar hukum; dan 
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi 
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 
selama mengikuti program Pembebasan 
Bersyarat. 
(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana pada ayat 
(1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan 
Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 
dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 
(3) Bagi Narapidana atau anak Didik Pemasyarakatan warga 
negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi 
dokumen: 
a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati 
persyaratan yang sudah ditentukan dari: 
1. Kedutaan besar / konsulat negara; dan 
2. Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung 
jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, 
atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada 
di Wilayah Indonesia. 
b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi 
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban 
memiliki izin tinggal; dan 
c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan 
jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya 
dari sekretariat NCB – Interpol Indonesia.   
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur 
Jenderal Imigrasi. 
Pasal 51 
Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang 
melakukan tidak pidana terorisme selain harus memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus juga 
memenuhi syarat: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya: 
33 
b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 
c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu perdua) 
dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan 
d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas 
kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan 
menyatakan ikrar: 
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga 
negara Indonesia; atau 
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga 
negara asing. 
Pasal 52 
Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang 
dipidana penjara paling singkat 5 (tahun) karena melakukan 
tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta 
psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat: 
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan 
c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu perdua) 
dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. 
Pasal 53 
Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan 
terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 
yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi 
lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat: 
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan 
c. telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ (satu perdua) 




(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi 
narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, 
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 
negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan 
Pasal 53 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: 
a. surat keterangan bersedia bekerja sama untuk 
membantu membongkar tindak pidana yang 
dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak 
hukum; 
b. foto copy kutipan putusan hakim dan berita acara 
pelaksanaan putusan pengadilan; 
c. laporan perkembagan pembinaan yang dibuat oleh 
Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko 
dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh 
asesor; 
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh 
pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh 
Kepala Bapas; 
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang 
rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 
bersangkutan; 
f. salinan register F dari Kepala Lapas; 
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan 
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan 
melanggar hukum; 
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang 
diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 
yang menyatakan: 
1. narapidana tidak akan melarikan diri dan / atau 
tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi 
Narapidana selama mengikuti program 
Pembebasan Bersyarat. 
(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari 
Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat 
pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap 
diberikan. 
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(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus juga melampirkan dokumen: 
a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati 
persyaratan yang telah ditentukan dari: 
1. Kedutaan besar / konsulat negara; dan 
2. Keluarga atau orang atau korporasi yang 
bertanggung jawab  atas keberadaan dan kegiatan 
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 
selama berada di wilayah Indonesia; 
b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi 
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban 
memiliki izin tinggal; dan 
c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan 
jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya 
dari Sekretariat NCB – Interpol Indonesia. 
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur 
Jenderal Imigrasi. 
(5) Selain melampirkan dokumen sebagaimaan dimaksud 
pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme harus juga 
melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program 
Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 
(6) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan 










A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk memecahkan isu 
hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap isu hukum 
tersebut adalah: 
1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan HAM; 
2. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 
3. Perpustakaan Unhas. 
Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan HAM karena Kementerian Hukum dan HAM 
yang mengeluarkan surat keputusan Nomor M.HH – 26.PK.01.05.06 
Tahun 2014 tentang pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana 
korupsi Siti Hartati Murdaya. Penelitian juga di lakukan di Komisi 
Pemberantasan Korupsi dimana jaksa KPK yang menjadi penuntut 
umum dalam kasus yang menjerat narapidana. Perpustakaan 
Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi – referensi yang 
diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas 





B. Jenis dan Sumber - Sumber Penelitian Hukum 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 
dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Aprroach) dan 
studi kasus (Case Study). 
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan dalam bukunya Penelitian 
Hukum. bahwa, Pendekatan undang – undang (Statute Aprroach) 
dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, 
sementara studi kasus (Case Study) merupakan suatu studi terhadap 
kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.32 
Adapun sumber – sumber penelitian hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber – sumber penelitian yang berupa 
bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer 
terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan 
hakim. Adapun bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus 
                                                           
32
 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum: Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, 
Jakarta, hlm, 133 – 134. 
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hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan 
pengadilan.33 
C. Teknik Pengumpulan Sumber – Sumber Penelitian Hukum 
Teknik pengumpulan Sumber – Sumber Penelitian Hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Penulis 
melakukan pengumpulan Sumber – Sumber Penelitian Hukum untuk 
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan 
permasalahan ini, baik itu bersumber dari bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder. 
D. Analisis Permasalahan Hukum 
Dalam melakukan penelitian hukum, penulis melakukan langkah 
– langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan 
mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu 
hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan – bahan 
hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – 
bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 
berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik 
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan 
(5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 
dibangun di dalam kesimpulan.34 
  
                                                           
33
  Ibid, hlm, 181. 
34  Ibid, hlm, 213. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Kesesuaian Surat 
Keputusan KemenkumHAM Tentang Pembebasan Bersyarat 
Narapidana Korupsi Siti Hartati Murdaya Terhadap Aturan Yang 
Berlaku. 
Tindak pidana korupsi sering melibatkan para elit politik, 
penyelenggara negara, dan juga pengusaha. Termasuk juga kasus 
korupsi suap pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kasus 
ini selain melibatkan Bupati Buol juga melibatkan pengusaha kaya atas 
nama Dra. Siti Hartati Tjakra Murdaya. 
Dunia bisnis tak jarang pengusaha mencari jalan pintas untuk 
memperlancar bisnis yang dijalaninya, termasuk juga mencari jalan 
dengan melawan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat No.76/Pid.B/Tpk2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 
Februari 2013 tentang perkara korupsi narapidana Siti Hartati Murdaya 
menjadi bukti pengusaha yang melawan hukum. 
Siti Hartati Murdaya dihukum pidana penjara selama dua tahun 
delapan bulan. Selain menjatuhkan putusan penjara, Majelis hakim 
juga menjatuhkan pidana denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh 
juta rupiah), dan apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan 
selama tiga bulan. Hartati dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama – sama dan berkelanjutan dengan memberi 
40 
uang senilai total Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar) kepada Bupati Buol 
Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunannya di 
Buol, Sulawesi Tengah. 
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas 
narapidana Siti Hartati Murdaya terbukti bersalah atas dakwaan 
pertama, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 
2001 juncto Pasal 64 ayat (1) kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 
Pembebasan bersyarat adalah hak setiap narapidana dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai dengan melengkapi 
persyaratan tertentu, namun pembebasan bersyarat bagi narapidana 
tindak pidana korupsi yang termasuk juga tindak pidana luar biasa atau 
Extra Ordinary Crime menjadi polemik di dalam kehidupan masyarakat, 
karena dianggap tidak mewakili cita – cita pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
Salah satu yang menjadi polemik di masyarakat adalah 
pembebasan bersyarat terpidana tindak pidana korupsi Siti Hartati 
Murdaya. Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan surat 
keputusan pembebasan bersyarat dituntut oleh masyarakat untuk 
menjelaskan secara detail proses pembebasan bersyarat, diharapkan 
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dapat menjawab polemik di masyarakat mengenai legal atau tidaknya 
prosedur pembebasan bersyarat terpidana tersebut. 
Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 September 2014 
memberikan tanggapan melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Ditjen Permasyarakatan mengeluarkan Press Realese proses 
pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi Siti Hartati 
Murdaya, Press Realese tersebut menjelaskan sebagai berikut : 
Tahapan pembinaan narapidana Siti Hartati Murdaya didalam 
lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
a. 1/3 masa pidana tanggal 29 Juli 2013 
b. ½ masa pidana tanggal 10 Januari 2014 
c. 2/3 masa pidana tanggal 19 Juli 2014 
d. Ekspirasi tanggal 10 Mei 2015 
Proses usulan pembebasan bersyarat atas nama Siti Hartati 
Murdaya dimulai dari sidang TPP UPT dan dilanjutkan ke sidang 
TPP Kantor Wilayah selanjutnya diusulkan kepada Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan. Pada tanggal 26 Juni 2014, TPP 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang 
terhadap usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan mutasi narapidana. Diantara agenda 
sidang tersebut salah satunya adalah membahas usulan 
pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya. 
Pada tanggal 30 Juni 2014, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan berkirim surat ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi terkait rekomendasi hasil sidang TPP Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan yang salah satunya adalah meminta 
rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 
usulan pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya dengan 
nomor PAS-PK.01.05,06-238 tertanggal 30 Juli 2014. 
Setelah melewati batas masa waktu 12 hari sejak diterimanya 
surat permohonan rekomendasi, maka sesuai dengan Pasal 
43B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, 
maka pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan mengajukan Nota Dinas kepada Menteri 
Hukum dan HAM terkait persetujuan pemberian pembebasan 
bersyarat. 
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Bahwa kemudian nota Dinas tersebut disetujui oleh Menteri 
Hukum dan HAM dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 
M.HH-26.PK.01.05.06 tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang 
pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya. Pada tanggal 23 
Juli 2014, Surat Keputusan tersebut dikirim ke Rutan kelas II A 
Jakarta Timur untuk dilaksanakan pembebasan bersyaratnya. 
pada tanggal 12 Agustus 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi 
baru menjawab permintaan rekomendasi pembebasan 
bersyarat Siti Hartati Murdaya melalui surat Nomor B-
4186/55/08/2014. Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan 
bahwa lembaga tersebut tidak dapat mengeluarkan surat 
rekomendasi usulan pembebasan bersyarat terpidana tindak 
pidana korupsi Siti Hartati Murdaya karena Tim Jaksa Penuntut 
Umum tidak pernah mengajukan yang bersangkutan sebagai 
saksi yang bekerjasama (Justice Collaborator).35 
Pelaksanaan pembebasan bersyarat terpidana tindak pidana 
korupsi sangat berbeda dengan pembebasan bersyarat tindak pidana 
lainnya karena klien pemasyarakatan mempunyai kewajiban tertentu 
selain harus mematuhi syarat – syarat diantaranya wajib lapor ke Balai 
Pemasyarakatan Jakarta Pusat, wajib mengikuti bimbingan yang 
diberikan oleh PK Bapas, tidak boleh bepergian ke luar negeri, wajib 
mematuhi tata tertib selama menjadi klien pemasyarakatan terhitung 
sejak menjalani pembebasan bersyarat ditambah satu tahun masa 
percobaan (masa percobaan dihitung sejak tanggal Ekspirasi yaitu 
tanggal 10 Mei 2015 ditambah satu tahun menjadi 10 Mei 2016). 
Setelah pelaksanaan yang bersangkutan wajib melapor setiap bulan 
dan dimulai tanggal 4 Agustus 2014. 
 





Surat keputusan pembebasan bersyarat narapidana kasus 
tindak pidana korupsi Siti Hartati Murdaya menjadi fokus dalam 
Penulisan Skripsi ini, karena dengan keluarnya Surat Keputusan 
KemenkumHAM tentang pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya, 
menjadi kekuatan hukum bagi narapidana untuk mendapatkan 
pembebasan bersyarat. 
Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
PermenkumHAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, 
dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, bagi terpidana 
tindak pidana korupsi harus memenuhi dua syarat. Pertama syarat 
substantif dan yang kedua adalah syarat administratif. Syarat 
substantif adalah syarat inti yang bersifat mendetail, rinci, dan 
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mendalam atau bisa juga diartikan sebagai syarat yang harus 
terpenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana 
korupsi. Bila syarat substantif tidak terpenuhi maka status hukumnya 
batal demi hukum atau setidak – tidaknya dapat dibatalkan dan syarat 
administratif adalah syarat berupa kelengkapan berkas yang harus 
dipenuhi oleh narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan 
pembebasan bersyarat.  
Dasar hukum dalam pembebasan bersyarat terdapat dalam 
aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Syarat 
substantif pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi 
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012, 
Pasal 43A 
(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 
narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak 
asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 ayat (2) juga 
harus memenuhi persyaratan: 
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya;  
b. Telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) 
masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; 
c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu perdua) 
dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; 
(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksudkan 
pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh 




(1) Pembebasan Bersyarat sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 
43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, 
dan rasa keadilan masyarakat. 
(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
meminta rekomendasi dari instansi terkait, yaitu: 
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, dan / atau Kejaksaan Agung 
dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, 
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan / atau 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika 
Nasional, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal 
Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan 
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan 
Agung, dan / atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana 
korupsi. 
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan. 
(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara 
tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan 
pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. 
Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan 
Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan peraturan Menteri. 
 
Selanjutnya syarat administratif dalam pembebasan bersyarat 
diperjelas dalam PermenkumHAM Nomor 21 Tahun 2013,  
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Pasal 54 
(1) syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana 
yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 
narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi 
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
51 sampai dengan Pasal 53 dibuktikan dengan melampirkan 
dokumen: 
a. surat keterangan bersedia bekerja sama untuk 
membantu membongkar tindak pidana yang 
dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak 
hukum; 
b. foto copy kutipan putusan hakim dan berita acara 
pelaksanaan putusan pengadilan; 
c. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali 
Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan 
assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh 
pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala 
Bapas; 
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang 
rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 
bersangkutan; 
f. salinan register F dari Kepala Lapas; 
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan 
diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang 
diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 
yang menyatakan: 
1. narapidana tidak akan melarikan diri dan / atau tidak 
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi 
Narapidana selama mengikuti program Pembebasan 
Bersyarat. 
(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari 
Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 




(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus juga melampirkan dokumen: 
a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan 
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 
1. Kedutaan besar / konsulat negara; dan 
2. Keluarga atau orang atau korporasi yang 
bertanggung jawab  atas keberadaan dan 
kegiatan Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan selama berada di wilayah 
Indonesia; 
b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi 
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan 
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; 
dan 
c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice 
dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi 
lainnya dari Sekretariat NCB – Interpol Indonesia. 
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur 
Jenderal Imigrasi. 
(5) Selain melampirkan dokumen sebagaimaan dimaksud pada 
ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat 
keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari 
Kepala Lapas dan / atau kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme. 
(6) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah 
membayar lunas denda dan uang pengganti. 
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (DirjenPAS), di Jakarta tanggal 6 Januari 2015. Hasil 
wawancara terhadap Cipto Edy, (Kasi Integrasi Khusus DirjenPAS) 
menjelaskan : 
Syarat terpenting adalah syarat substantif karena apabila syarat 
substantif tidak bisa terpenuhi maka pembebasan bersyarat 
tidak bisa diberikan. Apabila telah terbit Surat Keputusan 
Menteri Hukum dan HAM tentang pembebasan bersyarat 
sementara syarat substantifnya tidak terpenuhi maka surat 
48 
pembebasan bersyarat berstatus batal demi hukum atau setidak 
– tidaknya dapat dibatalkan.36 
Sebagaimana ketentuan Pasal 43A Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 tersebut di atas, untuk mendapatkan 
pembebasan bersyarat terpidana Siti Hartati Murdaya terlebih dahulu  
harus ikut membantu penegak hukum dalam membongkar kasus yang 
menjeratnya atau sering juga disebut sebagai justice Collaborator. 
Pernyataan bahwa narapidana Siti Hartati Murdaya disebut Justice 
Collaborator harus dinyatakan secara tertulis oleh penegak hukum 
dalam hal ini oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
melakukan penuntutan dalam persidangan. 
Tetapi dalam kenyataannya Jaksa Komisi Pemberantasan 
Korupsi tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa narapidana Siti 
Hartati Murdaya adalah Justice Collaborator, sebagaimana surat 
Nomor B-4186/55/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014. 
Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan surat 
pembebasan bersyarat atas nama narapidana Siti Hartati Murdaya 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan 
juga Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
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 Wawancara kepada Cipto Edy. (Kasi Integrasi Khusus DirjenPAS)  tanggal 6 Januari 2015, di 
Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM.  
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Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Surat 
Edaran tersebut diatur hal – hal sebagai berikut: 
1. Termasuk dalam kategori kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya adalah: 
a. Illegal logging, Illegal Fishing, Illict Traficking, Money 
Loundring; 
b. Merupakan pelaku utama (aktor utama) dilihat 
berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 
2. Kepala LAPAS/RUTAN/CABANG RUTAN mengajukan 
permohonan bagi narapidana untuk ditetapkan bahwa yang 
bersangkutan bersedi bekerja sama dengan penegak hukum 
untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukan. Dalam hal surat permohonan tersebut tidak 
mendapatkan balasan dari instansi penegak hukum dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal surat permohonan dikirim, atau pembebasan 
bersyarat tetap diberikan. 
3. Remisi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) dapat 
diberikan apabila: 
a. Surat permohonan tidak ditanggapi selama 12 (dua 
belas) hari kerja maka dapat diteruskan prosesnya, dan 
pemberian remisi setelah narapidana yang bersangkutan 
menjalani paling sedikit 1/3 (satu per tiga) masa pidana, 
atau 
b. Surat permohonan ditanggapi dalam waktu 12 (dua 
belas) hari kerja dan disetujui, maka pemberian remisi 
setelah narapidana yang bersangkutan telah menjalani 
masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
4. Penghitungan mulai menjalankan asimilasi kerja sosial yang 
lamanya ½ dari sisa masa pidana bagi narapidana tindak 
pidana terorisme, narkotika dan prekursor nakotika, 
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 
dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan 
transnasional terorganisasi lainnya yang termasuk dalam 
Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya jatuh 
sebelum tanggal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
maka menghitung ½ sisa pidananya sejak tanggal sidang 
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM. 
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b. Bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya jatuh 
setelah tanggal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
maka tanggal mulai menjalani asimilasi kerja sosial 
dhitung sejak tanggal 2/3 masa pidana narapidana yang 
bersangkutan. 
c. Asimilasi kerja sosial dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor 
M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 point 2 (dua) menjelaskan bahwa 
apabila Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memberi jawaban 
tentang pernyataan Justice Collaborator dalam waktu 12 (dua belas) 
hari kerja setelah permohonan disampaikan, maka pembebasan 
bersyarat tetap diberikan. Dalam Pernyataan Justice Collaborator yang 
diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah bersifat permohonan. 
Semangat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah 
anti korupsi dengan memberikan ketentuan yang ketat terhadap 
pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak 
pidana korupsi, sementara berlakunya Surat Edaran Menteri Hukum 
dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 point 2 (dua) 
dalam pertimbangannya ingin memberikan kepastian hukum dengan 
memberikan penafsiran khusus terhadap aturan yang dinilai kurang 
jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. 
Menanggapi polemik dua aturan hukum yang menjadi landasan 
hukum pembebasan bersyarat koruptor yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM 
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Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 sama – sama mempunyai 
kekuatan hukum berdasarkan wewenang kelembagaannya. Pakar 
Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie memberi pandangan tentang 
dua aturan hukum yang menjadi dasar hukum pembebasan bersyarat, 
sebagai berikut : 
Semua peraturan perudang-undangan berlaku mengikat untuk 
umum, dan semua pejabat terikat untuk tunduk dan 
melaksanakannya. Bahkan Presiden sendiripun wajib tunduk 
kepada peraturan yang dibuatnya sendiri ataupun peraturan 
yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah dari Presiden. 
Karena itu, Peraturan Menteri Hukum juga berlaku mengikat 
bagi KPK, tidak boleh dilanggar. Jika tidak setuju dengan 
peraturan itu dan menganggapnya bertentangan dg UU, maka 
KPK juga dapat mengajukan upaya hukum mengajukan 
permohonan pengujian ke MA. Sebelum ada keputusan final 
mengenai legalitasnya, peraturan menteri itu tetap berlaku 
mengikat untuk umum, termasuk untuk KPK sendiri. Demikian 
pula sebaliknya, Menteri terikat untuk tunduk dan taat kepada 
peraturan KPK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan UU 
KPK. Asas demikian ini disebut “Presumption of legality”.37 
Mengutip pernyataan Jimly Assiddiqie kedua aturan hukum itu 
tetap bisa berlaku berdasarkan kewenangan lembaga “Presumption of 
legality”, Apa bila KPK menganggap Surat Edaran Menteri Hukum dan 
HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 bertentangan dengan 
aturan diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
maka Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengajukan uji materi ke 
Mahkamah Agung, dengan alasan ada 2 (dua) aturan hukum saling 
bertentangan kewenangannya dan aturan hukum yang saling 
bertentangan harus kembali ke asas Lex Superior Derogat Legi 
Inferiori (aturan yang lebih tinggi diutamakan daripada aturan yang 
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lebih rendah). Mahkamah Agung diharapkan membatalkan Surat 
Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 
2014. Bukan hanya KPK yang berhak mengajukan uji materi Surat 
Edaran tersebut ke Mahkamah Agung, tetapi seluruh masyarakat baik 
itu perorangan atau kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) juga bisa mengajukan uji materi apabila dinilai ada ketimpangan 
Hukum. 
Syarat substantif kedua dalam pembebasan bersyarat yaitu 
harus menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu perdua) dari sisa masa 
pidana yang wajib dijalani, sebelum Asimilasi diberikan narapidana 
telah menjalani pemidanaan selama 2/3 (dua pertiga) masa pidana. 
Terpidana Siti Hartati Murdaya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari 
masa pidana yaitu 12 September 2012 sampai 19 Juni 2014, dalam 
proses pembebasan bersyarat tidak menjalani Asimilasi dengan 
pertimbangan sakit Stroke. 
Merujuk kepada Pasal 43A ayat (1) huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, untuk mendapatkan pembebasan 
bersyarat harus melalui 2/3 dari masa pidana yang sudah dijalaninya 
sampai tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya merujuk kepada Pasal 43A 
ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus 
menjalani Asimilasi ½ dari sisa pemidanaan. Ekspirasi Narapidana Siti 
Hartati Murdaya tanggal 10 Mei 2015 artinya dari 2/3 sampai Ekspirasi 
adalah 11 (sebelas) bulan, sehingga berdasarkan aturan tersebut 
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narapidana Siti Hartati Murdaya untuk mendapatkan pembebasan 
bersyarat harus menjalani proses Asimilasi selama 5 ½ (lima 
setengah) bulan, merujuk kepada aturan tersebut pembebasan 
bersyarat diberikan apabila sudah menjalani 2/3 dari masa 
pemidanaan ditambah menjalani Asimilasi ½ dari sisa pembebasan 
murni. Seharusnya Siti Hartati Murdaya mendapatkan pembebasan 
bersyarat tanggal 3 Desember 2014 bukan tanggal 22 Juli 2014. 
Aturan proses Pelaksanaan Asimilasi terdapat dalam Pasal 30 





Pelaksanaan Asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan 
Pasal 30 
(1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dilaksanakan dalam bentuk : 
a. Kegiatan pendidikan; 
b. Latihan keterampilan; 
c. Kegitan kerja sosial; dan 
d. Pembinaan lainnya, di lingkungan masyarakat. 
(2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara 
mandiri dan/atau pihak ketiga. 
(3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka. 
Pasal 31 
(1) Dalam hal Asimilasi dilaksanakan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus 
berdasarkan perjanjian kerjasama. 
(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang – undangan. 
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Pasal 32 
(1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang 
menjalani Asimilasi di luar Lapas dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 9 (Sembilan) jam sehari termasuk waktu dalam 
perjalanan. 
(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. 
(3)  Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan 
pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
Pasal 33 
Asilmilasi tidak diberikan kepada Narapidana : 
a. Yang terancam jiwanya; atau 
b. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 
Paragraf 2 
Pelaksanaan pemberian Asimilasi bagi Narapidana Tindak 
Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara 
dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi lainnya 
Pasal 34 
(1) Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan 
prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 
terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi 
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk 
kerja sosial pada lembaga sosial. 
(2) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang: 
a. Agama; 
b. Pertanian; 




g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
(3) Bentuk kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Demi kepentingan keamanan, Asimlasi bagi Narapidana 
yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan 
rekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang 
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berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, 
dapat tidak dilaksanakan. 
Syarat substantif ketiga terdapat pada Pasal 43B Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 : 
Pasal 43B 
(1) Pembebasan Bersyarat sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 
43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, 
dan rasa keadilan masyarakat. 
(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
meminta rekomendasi dari instansi terkait, yaitu: 
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, dan / atau Kejaksaan Agung 
dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, 
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan / atau 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika 
Nasional, dan / atau Kejaksaan Agung dalam hal 
Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan 
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan 
Agung, dan / atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana 
korupsi. 
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan. 
(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara 
tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan 
pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan 
Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
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Tanggal 30 Juni 2014 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
berkirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait 
rekomendasi hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
yang salah satunya adalah meminta rekomendasi kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi terhadap usulan pembebasan bersyarat Siti 
Hartati Murdaya dengan Nomor PAS-PK.01.05.06-238 tertanggal 30 
Juni 2014. 
Setelah melewati batas masa waktu 12 (dua belas) hari sejak 
diterimanya permintaan rekomendasi, sesuai Pasal 43B ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 maka pada tanggal 17 
Juli 2014 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan Nota Dinas 
kepada Menteri Hukum dan HAM terkait persetujuan pemberian 
pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya. 
Sebagaimana aturan tersebut yang bersifat permintaan untuk 
memberikan rekomendasi tentang pertimbangan kepentingan 
keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat yang 
dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan 
aturan bisa langsung menyampaikan Nota Dinas kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk persetujuan pemberian pembebasan bersyarat 
Siti Hartati Murdaya apabila Komisi Pemberantasan Korupsi tidak 
memberikan rekomendasinya ataupun telat untuk memberikan 
rekomendasi, ini adalah Syarat substantif ketiga yang harus dijalankan. 
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Syarat selanjutnya adalah syarat administratif, secara syarat 
adminstratif pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya 
sudah terpenuhi dan lengkap, hal ini dibuktikan dengan penjelasan 
Cipto Edy, (Kasi Integrasi Khusus DirjenPAS). menjelaskan: 
Secara administrasi Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya 
sudah memenuhi syarat, karena prosedur yang dijalankan 
sudah sesuai dengan aturan. Proses Pembebasan Bersyarat 
UPT Lapas rapat dan hasil rapatnya dilanjutkan ke UPT Kanwil 
dan dilanjutkan ke UPT Dirjen PAS, kemudian Dirjen PAS 
memberikan nota dinas kepada Menteri Hukum dan HAM.38 
Penulis mengambil kesimpulan dalam Penulisan Skripsi ini, 
bahwa syarat substantif adalah sarat penting yang diutamakan dalam 
pemberian pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya, 
setelah syarat substantif terpenuhi dilanjutkan syarat Adminstratif yang 
prosesnya Dirjen Pemasyarakatan merekomendasikan kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk diberikan pembebasan bersyarat. 
Pemberian pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya secara 
syarat substantif belum di lengkapi secara kumulatif (keseluruhan), 
walaupun ada batasan waktu untuk pemberian pernyatan Justice 
Collaborator sebaiknya Dirjen Pemasyarakatan harus menunggu 
pernyataan Justice Collaborator dari Komisi Pemberantasan Korupsi, 
apabila Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 12 (dua belas) 
hari kerja belum mengeluarkan pernyataan Justice Collaborator, Dirjen 
Pemasyarakatan wajib menanyakan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi untuk secepatnya memberikan pernyataan supaya permintaan 
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 Wawancara kepada Cipto Edy. (Kasi Integrasi Khusus DirjenPAS)  tanggal 6 Januari 2015, di 
Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM. 
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pembebasan bersyarat medapatkan kepastian hukum untuk diberikan 
atau tidak. Secara syarat adminstratif Dirjen Pemasyarakatan 
menjalankan aturan dan tidak sepenuhnya untuk disalahkan, ini 
mengindikasikan bahwa Dirjen Pemasyarakatan dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi kurang adanya koordinasi tentang aturan 
yang mewajibkan terpenuhinya syarat adminstratif dan syarat 
substantif. 
B. Pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Mengeluarkan 
Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Siti 
Hartati Murdaya. 
Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan surat 
pembebasan bersyarat sangat memperhatikan pertimbangan – 
pertimbangan hukum dalam syarat administratif maupun syarat 
substantif. Penulis dalam penelitian pada tanggal 06 Januari 2015 
pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM 
mendapatkan data – data dari Cipto Edy, (Kasi Integrasi Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM). 
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis hanya mendapatkan 
beberapa aturan seperti Surat Keputusan pembebasan bersyarat Siti 
Hartati Murdaya dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM 
Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014, sedangkan untuk surat 
rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 
permohonan pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya, 
Nota Dinas Dirjen Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM 
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tentang pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya, serta 
pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan atas keamanan, ketertiban 
umum, dan rasa keadilan masyarakat dari Penegak Hukum tidak dapat 
diambil karena bersifat rahasia. 
Dirjen Pemasyarakatan dalam mengurus warga binaan 
Pemasyarakatan mengedepanan prinsip kemanusiaan dan keadilan 
bagi warga binaan itu sendiri, dalam penjelasan Cipto Edy, (Kasi 
Integrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM) 
mengutarakan : 
Terkadang orang diluar tidak memahami keadaan yang ada di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap narapidana yang 
berkelakuan baik harus mendapatkan reward atau hadiah, dan 
apa jadinya kalau narapidana tidak mendapatkan hadiah pasti 
tidak berusaha lebih baik malahan bisa terjadi anarkis, Reward 
itu berupa Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Ada sekitar 
16.000 narapidana dan narapidana setengahnya adalah kasus 
Narkotika, coba kalau Remisi dan Pembebasan Bersyarat tidak 
diberikan berapa anggaran negara yang dirugikan harus 
memberi makan miliaran tiap hari.39 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam membina warga 
binaan juga memperhatikan kepentingan sosial seperti kepentingan 
keluarga dan kepentingan kerabatnya, Cipto Edy, (Kasi Integrasi 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM) juga 
menjelaskan sangat ditunggunya kehadiran narapidana di dalam 
keluarga : 
 
                                                           
39 Ibid. 
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Kalau lebih baik harus cepat dibebaskan, prinsip 
pemasyarakatan adalah pembinaan untuk lebih baik dan lebih 
cepat lebih baik. Agar bisa berguna bagi keluarga dan bisa 
mencukupi kebutuhan keluarga.40 
Dalam syarat Substantif tentang pemberian pembebasan 
bersyarat yang mengacu kepada Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengharuskan adanya surat 
pernyataan tentang Justice Collaborator, dalam pertimbangannya 
Kementerian Hukum dan HAM selain memakai dasar hukum di atas 
juga menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kementerian Hukum 
dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014, dengan adanya 
Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM tersebut memberi 
batasan 12 (dua belas) hari kerja untuk mendapatkan balasan tentang 
pernyataan Justice Collaborator apabila tidak mendapat balasan dari 
penegak hukum atau penegak hukum telat memberikan pernyataan 
dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pernyataan 
Justice Collaborator maka Surat Keputusan pembebasan bersyarat 
masih bisa diberikan. 
Dalam penjelasannya Cipto Edy, (Kasi Integrasi Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM) memberikan tanggapan 
sebagaimana pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM : 
Untuk proses Pembebasan Bersyarat, Justice Collaborator itu 
bersifat permohonan. Memang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 tahun 2012 tidak memberikan batasan waktu 
pembalasan permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Logika hukum Kementerian Hukum dan HAM, Hukum itu 
                                                           
40 Ibid. 
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butuh kepastian dan keluar Surat Edaran Kementerian Hukum 
dan HAM Nomor 13 tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.41 
Syarat substantif selanjutnya terdapat dalam Pasal 43A ayat (1) 
huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, 
harus sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pemidanaan dan 
menjalani Asimilasi ½ (satu perdua) dari sisa pemidanaan. Dalam 
pertimbangan Kemeterian hukum dan HAM untuk mengeluarkan Surat 
Keputusan pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati Murdaya 
tidak perlu menjalani Asimilasi Karena Narapidana sedang dalam 
keadaan sakit Stroke, sebagaimana pernyataan Cipto Edy, (Kasi 
Integrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM) 
mengungkapkan : 
Masalah Asimilasi pertimbangan sakit stroke dan ada surat sakit 
dari dokter secara khusus yang menyatakan tidak bisa bekerja, 
dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencantumkan surat 
di Nota Dinas untuk tidak diberikan Asimilasi dan Menteri setuju 
untuk melanjutkannya (tidak ada kompensasi atau pengganti 
Asimilasi).42 
Syarat substantif yang terakhir terdapat dalam Pasal 43B 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, aturan ini meminta 
rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 
kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan 
masyarakat, berdasarkan aturan tersebut apabila Komisi 
Pemberantasan Korupsi tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 
12 (dua belas) hari kerja, maka Nota Dinas bisa dikirimkan kepada 





Menteri Hukum dan HAM untuk diberikan pembebasan bersyarat 
terhadap narapidana Siti Hartati Murdaya. 
Penulis memberikan tanggapan dalam pertimbangan hukum 
pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi harus 
disertai dengan koordinasi antara penegak hukum, dalam hal ini 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen 
Pemasyarakatan, Polisi, dan Kejaksaan. Diharapkan dengan adanya 
koordinasi yang baik antara penegak hukum akan menciptakan 







1. Yang menjadi dasar hukum pemberian pembebasan bersyara 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, 
PermenkumHAM Nomor 21 Tahun 2013 dan Surat Edaran 
Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 
2014, syarat pembebasan bersyarat dapat dibagi kedalam dua 
syarat, pertama syarat substantif dan kedua syarat administratif. 
Syarat substantif tidak terpenuhi dengan maksimal, walaupun 
syarat adminstrarif terpenuhi sesuai aturan setidak – tidaknya 
syarat substantif harus menjadi perhatian utama dalam pemberian 
pembebasan bersyarat narapidana Siti Hartati murdaya supaya cita 
– cita pemberantasan korupsi dapat terpenuhi. 
2. Pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan 
Surat Keputusan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana 
korupsi Siti Hartati Murdaya, pertama Komisi Pemberantasan 
Korupsi telat memberikan pernyataan Justice Collaborator dan 
kedua tidak memberikan Asimilasi sebelum pembebasan bersyarat 
adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan karena 
narapidana mengidap penyakit stroke. Secara prosedural atau 
syarat administratif pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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B. SARAN 
Penelitian dalam sripsi ini diharapkan dapat menjawab polemik 
didalam masyarakat, syarat adminstratif secara prosedur yang menjadi 
landasan hukum pembebasan bersyarat sudah tepat karena ada 
kewenangan kelembagaan untuk mengeluarkan aturan yang berlaku 
secara umum, tetapi syarat substantif belum dilaksankanakan secara 
maksimal dan seharusnya menjadi perhatian utama. Penulis 
memberikan saran dalam Penulisan Skripsi ini sebagai berikut : 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi harus melayangkan nota keberatan 
kepada kementerian Hukum dan HAM apabila menilai pemberian 
pembebasan bersyarat tidak sesuai dengan aturan. 
2. Setelah hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan jalur 
Litigasi ataupun Non Litigasi: 
a. Mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Surat 
Edaran Kementerian Hukum dan HAM nomor M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014. 
b. Pemerintah bisa merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2012 apabila dinilai tidak memberikan kepastian hukum 
tentang pemberian pernyataan Justice Collaborator sebelum 
merevisi bisa membuat nota kesepakatan / Memory Of 
Understanding (MOU) antara penegak hukum. 
c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan KPK harus 
mempunyai kesadaran dan tanggung jawab masing – masing. 
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Peraturan PerUndang – Undangan. 
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana. (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)) 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 
Tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 99 
tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah 
nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan 
hak warga binaan pemasyarakatan. 
 
